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ABSTRAK

Restu Dwi Putra : Tinjauan Penerepan Pajak Progresif Pada Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota
Padang.

Pembimbing : Yolandafitri Zulvia, SE.,M.Si

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Penerapan Pajak Progresif
Kendaraan Bermotor Pada Wajib Pajak Di Kantor SAMSAT Kota Padang.
Penelitian dilakukan di kantor Wilayah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
JI. Asahan No.2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak progresif
kendaraan bermotor, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sumber data yang
digunakan yaitu data promer dan data sekunder yaitu menggambarkan dan
menganalisa data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang sudah ada, dalam hal
ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Kantor SAMSAT Kota
Padang dan data sekunder diperoleh dari beberapa wajib pajak berupa Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode
deskriptif kualitatif.

Berdasakan hasil penelitian dan pengolahaan data menunjukan bahwa,
masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif
kendaraan bermotor ini, untuk Prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan
bermotor sama halnya dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor biasa mulai
dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan pengesahan.
Solusi untuk tidak terkena Pajak Progresif apabila kendaraan yang sudah dijual
yaitu membuat Kartu Keluarga (KK) yang terpisah dari orang tua, Mengurus pecah
sertifikat rumah menjadi beberapa bagian, Memilih menggunakan transportasi
umum, Jual kendaraan dan Blokir STNK supaya tidak Terkena Pajak Progresif.

Kata Kunci: Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran
paradigma sistem pemerintahan yang mengarah kepada sistem pemerintah
desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kedapa daerah dalam
mewujudkan daerah otonom yang luas, dan bertanggung jawab serta untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
kondisi dan potensi wilayah yang ada serta faktor-faktor yang dapat
menunjang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga telah
dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
“Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan”

Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu
pendapatan daerah seperti hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan
“Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” Dalam Pasal 1
angka 6 menyebutkan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan



Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.”

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1)
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat
berpengaruh terhadap daerah dalam rangka penyelenggaraan dalam
pembangunan daerah. Peraturan tentang pajak daerah telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun
2018 Tentang Pajak Daerah menggantikan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang disesuikan
dengan Undang-Undang diatas. Didalam Perda tersebut terdiri atas, Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air
Permukaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan



Bermotor memiliki peranan penting dalam memberikan pemasukan yang
lebih besar dari pada jenis-jenis pajak daerah lainnya, dimana kebutuhan
kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu,
untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta
mengurangin konsumsi kendaraan bermotor pemerintah mengeluarkan
kebijakan tentang tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Pajak progresif
merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik
berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumblah
kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota
keluarga yang tinggal di satu alamat (Fajariani, 2014).

Penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi
Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Nomor 56 Tahun 2011 yang kemudian mengalami perubahan pada tahun
2018 yaitu menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 25
Tahun 2018.

Tabel 1. Pengenaan tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

No Kepemilikan Kendaraan Kenaikan Tarif
1 Kepemilikan Pertama 1,65%

2 Kepemilikan Kedua 2,5%

3 Kepemilikan Ketiga 3%

4 Kepemilikan Keempat 3,5%

5 Kepemilikan Kelima 4%

Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasanya pengenaan tarif
pajak progresif memiliki dampak yang besar terhadap pajak kendaraan
bermotor. Adapun untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor
dikenakan tarif normal sebesar 1,65%, untuk kepemilikan kedua dikenakan
tarif sebesesar 2,5%, untuk kepemilikan ketiga dikenakan tarif sebesar 3%,
untuk kepemilikan keempat dikenakan tarif sebesar 3,5%, dan untuk
kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 4%.

Pajak Progresif ini dikecualikan terhadap Kendaraan Bermotor
umum, alat-alat berat, ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,
Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Badan, Kendaraan Bermotor
Roda Dua dibawah 150 CC dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga yang
digunakan untuk angkutan barang. Selain itu dengan penerapan pajak
progresif ini diharapakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota
Padang, karena dengan meningkatnya jumblah pajak yang harus dibayarkan
oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kota Padang. Akan tetapi, karena banyak yang tidak mengerti sepenuhnya
tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi
permasalahan pada saat masyarakat akan membayar pajak kendaraan
bermotor mereka. Ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak di
sebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama masyarakat tersebut
walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasi lagi. Hal ini
sering terjadi karena masyarakat telah menjual kendaraan bermotor namun
kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga dikenakan

pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasinya lagi.



Mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang
sama. Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak ada penjelasan terhadap
“penguasaan” yang dimaksud dalam defenisi Pajak Kendaraan Bermotor.
Tidak jarang ada yang menganggap bahwa yang dimaksud menguasai
kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan
bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menganggap bahwa yang
dimaksud menguasai dilihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor
(BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan
menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi
dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam
mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan
ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013).
Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan meneliti penerapan pajak
progresif di kota Padang, tujuannya penulis ingin mengetahui bagaimana
bentuk dan ideal dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dalam
sistem perpajakan. Oleh karena itu peneliti menarik judul: Tinjau
Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor Pada Samsat Kota Padang.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang seperti di atas, maka masalah penelitian
dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Penerapan Pajak Progresif Pada

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang?”

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitan ini
adalah untuk menegetahui Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan
Bermotor Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota

Padang.

D. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan
wawasan tentang Tinjau Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Padang.

2. Bagi Instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi
masukan sekaligus pertimbangan dalam penerapan pajak progresif

terhadap wajib pajak.



3. Bagi Pembaca
Sebagai tambahan informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap
masalah yang dibahas dan sebagai referensi untuk pembaca lain yang akan

melakukan penelitian terkait masalah yang sama.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai
penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap wajib pajak, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Progresif yang diterapkan di SAMSAT Kota Padang
merupakan tarif sesuai yang di tetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor
25 Tahun 2018 dimana tarif pada kendaraan kepemilikan kedua yaitu
2,5%, kepemilikan ketiga 3%, kepemilikan keempat 3,5%, kepemilikan
kelima dan seterusnya 4%. Kepemilikan kendaraan bermotor ditetapkan
berdasarkan nama dan alamat yang sama, dengan mengacu pada informasi
yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Masih
banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif,
pada umumnya wajib pajak hanya menjual kendaraan bermotornya tetapi
tidak melaporkannya ke SAMSAT untuk melakukan Bea Balik Nama
Kendaraaran Bermotor agar tidak dikenakan tarif pajak progresif.

2. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Padang
adalah memberikan informasi tersebut kepada wartawan, memberikan
informasi melalui web resmi dan sosial media milik SAMSAT Kota
Padang, memberikan informasi melalui mobil keliling SAMSAT, dan

melakukan penerangan langsung kepada masyarakat.
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B. Saran
Saran yang dapat ditemukan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. SAMSAT Kota Padang
SAMSAT Kota Padang harus melakukan sosialisasi kepada wajib
pajak atau masyarakat baik melalui media cetak (surat kabar, baliho,
spanduk, banner, atau leaflet) dan media elektronik agar masyarakat
memahami tentang pajak progresif.
2. Wajib Pajak
Berkaitan dengan penerapan pajak progresif pajak kendaraan
bermotor, diharapakan kepada semua wajib pajak yang membeli
kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera
malakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan
sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor

yang tidak memilikinya lagi.
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